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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan :

1. Secara Umum Hukum Pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap
hak — hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, tetapi secara khusus
tentang hak — hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, hukum pidana
belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak — hak perempuan yang
menjadi korban kejahatan.Hal tersebut dapat di ketahui dengan tidak adanya
Pasal — Pasal mengenai hak — hak perempuan yang menjadi korban kejahatan.
Adapun beberapa Pasal di dalam hukum pidana. yang mengatur tentang
kejahatan terhadap perempuan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku
terhadap kejahatan _yang di lakukannya terhadap perempuan tetapi' tidak
memberikan perlindungan hukum terhadap hak — hak perempuan.

2. Kendala yang ada di dalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan
terhadap hak — hak permpuan yang menjadi korban kejahatan adalah tidak
terdapatnya Pasal — Pasal yang mengatur hak — hak perempuan yang menjadi
korban kejahatan. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus
tentang hak — hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, maka akan sulit

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak — hak perempuan yang



menjadi korban kejahatan, terlebih lagi hal tersebut mempengaruhi kinerja
aparat penegak hukum menagani perkara — perkara tentang perempuan yang
menjadi korban kejahatan. Mengenai hal ini juga mempengaruhi hakim dalam

mengambil putusan yang baik.

B. Saran - saran

Agar hak — hak perempuan yang menjadi korban kejahatan dapat terjaga
atau dilindungi, pemerintah khususnya DPR harusiah merubah hukum pidana
yang ada pada saat ini, dimana hukum pidana tersebut haruslah lebih berpihak
kepada perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan adanya perubahan di dalam
hukum pidana maka membuat polisi cepat untuk menagani kasus kejahatan yang
korbannya perempuan, dan polis pada saat meminta keterangan terhadap
perempuan yang menjadi korban kejahatan haruslah memberikan psikolog untuk
perempuan tersebut, agar perempuan tidak malu untuk memberikan keterangan
kepada Polisi.

Pemerintah juga haruslah lebih peduli terhadap perempuan yang menjadi
korban kejahatan, yaitu dengan menyediakan tempat rehabilitas kepada
perempuan yang menjadi korban kegahatan. Tujuannya agar perempuan yang
telah menjadi korban kejahatan tersebut tidak menutup diri atau malau terhadap

apayang yang telah dialaminya.
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